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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi administrasi kependudukan 

(siak) pada Kantor Distrik Merauke berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis interaktif yang terdiri 

dari tiga tahapan yaitu; kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum penerapan SIAK pada Kantor Distrik Merauke belum berjalan 

dengan baik dan belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan indikator yang 

digunakan yaitu pengolahan data penduduk, penyajian data penduduk, dan pembuatan biodata 

penduduk dapat dilihat pada indikator pengolahan data masih manual, pada indikator penyajian data 

masih belum akurat, cepat dan tepat sasaran dan pada indikator pembuatan biodata penduduk sudah 

baik dilihat dari segi pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat namun pelayanan yang diberikan 

masih belum efektif dan efisien.  Factor yang mendukung adalah adanya sarana dan prasarana yang 

cukup lengkap serta adanya anggaran pelaksanaan SIAK dari pemerintah daerah. Sedangkan yang 

menjadi faktor penghambat adalah masih rendahnya pengetahuan pegawai/staf terkait SIAK dan 

pengoperasian komputer, belum adanya operator SIAK, masyarakat belum memahami pentingnya 

memiliki data penduduk, serta belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan SIAK pada 

Kantor Distrik Merauke. 
 

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, SIAK, Pelayanan Kantor Distrik 
 

Abstract 

This study aims to analyze the population administration information system (SIAK) application at the 

Merauke District Office based on Minister of Home Affairs Regulation No. 95 of 2019 concerning 

Population Administration Information Systems (SIAK). The method used in this study is a qualitative 

method using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data 

were analyzed using interactive analysis which consisted of three stages namely; data condensation, 

data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that in general the 

application of SIAK at the Merauke District Office has not gone well and an orderly population 

administration has not been realized. Based on the indicators used, namely population data processing, 

presenting population data, and making population biodata, it can be seen in the data processing 

indicators that are still manual, in the data presentation indicators that are still not accurate, fast and 

on target and in the indicators of making population biodata, it is good in terms of utilization felt by 

the community but the services provided are still not effective and efficient. Supporting factors are the 

existence of facilities and infrastructure that are quite complete and the existence of a SIAK 

implementation budget from the local government. While the inhibiting factors are the low knowledge 

of employees/staff regarding SIAK and computer operation, there is no SIAK operator, the community 

does not understand the importance of having population data, and there are no regulations governing 

the implementation of SIAK at the Merauke District Office. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, 

dan persebaran penduduknya tidaklah merata. Untuk itu diperlukan data tentang kependudukan 

yang tepat guna mengatasi masalah kependudukan baik di tingkat daerah, provinsi atau nasional. 

Data kependudukan digunakan untuk membuat sebuah program dalam rangka pengendalian 

jumlah, pertumbuhan, dan pemerataan terkait jumlah penduduk. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi berbasis website yang disusun berdasarkan 

prosedur dan standarisasi khusus yang berfungsi untuk mengelola data-data kependudukan yang 

bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi  dapat 

tercapai. 

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 

Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak 

pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara 

Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk 

mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. 

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran 

kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai 

membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem 

Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK 

adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah Kabupaten/Kota, dan ditujukan untuk 

menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan 

suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sensus Penduduk dan Demografi Penduduk. 

Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai 

sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 

SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti 

nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk di tingkat Kabupaten. KTP SIMDUK 

juga masih berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-

data mengenai penduduk seperti pada kolom “pekerjaan” yang biasanya hanya diisi pekerjaan 

pegawai swasta. 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. 

Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk 

melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran 

kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah 

merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).  

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke berdasarkan Pedoman 

utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Merauke No 06 Tahun 2016 BAB VIII Pasal 74 tentang Penyelenggaraan 

sistem informasi administrasi kependudukan. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan SIAK 

tidak hanya di lakukan pada dinas kependudukan dan pencacatan sipil melainkan bisa juga 
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diterapkan di kecamatan/distrik. Seperti pada Distrik Merauke sudah mulai menerapkan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada bulan Juni tahun 2022. Dalam penerapannya 

terdapat beberapa komponen SIAK seperti; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 

pengelolaan informasi kependudukan.  

Dengan adanya penerapan SIAK seharusnya pengelolaan data kependudukan sudah lebih 

mudah dan akuntabel, namun kenyataan dilapangan masih banyak permasalahan dalam 

pengelolaan data kependudukan yaitu Database kependudukan dalam sistem informasi 

administrasi kependudukan (SIAK) belum tervalidasi dengan baik, masih kurangnya pemahaman 

terhadap teknologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual, kurang optimalnya 

kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti, kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas, dan 

kepastian jadwal pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga 

mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. 

Di era yang serba keterhubungan ini penerapan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) adalah sebuah keharusan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah 

kependudukan yang ada. Dengan data yang dikelola secara online, maka kelemahan data secara 

konvensional dapat ditekan. Beberapa manfaat SIAK antara lain dapat digunakan sebagai bahan 

formulasi dan evaluasi kebijakan, strategi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di 

bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya yang 

bermanfaat bagi daerah. SIAK diperuntukkan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik 

tanpa adanya diskriminasi, pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel dengan tujuan agar 

terlaksananya tertib administrasi dan juga dapat membantu petugas pemerintahan daerah khususnya 

Disdukcapil (Nugroho & Warsono, 2012). Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kantor 

Distrik Merauke serta factor yang medukung dan menghambat. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan  

kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell (2017) merupakan metode yang digunakan untuk 

menggali dan memahami sebuah makna yang dianggap sebagai masalah sosial oleh sejumlah 

individu/kelompok. Penelitian dilakukan di Kantor Distrik Merauke, khusunya dilakukan 

pengambilan data-data penelitian di wilayah Distrik Merauke, karena kantor Distrik Merauke 

sudah mulai menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan dan di Kantor Distrik 

tersebut juga peneliti menemukan sedikit kejanggalan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan 

kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah ; Kepala Distrik Merauke, Kepala Bagian 

Pemerintahan, Staf Bagian Pemerintahan dan Bidang Pelayanan, serta masyarakat pengguna 

layanan yang diambil secara purposive dan accidental. Analisis data menggunakan model analisis 

interaktif yang dilakukan secara terus menerus yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan 

Saldana (2014). Dimana dalam analisis data terdapat tiga aktifitas yaitu: condensation data, data 

display, dan conclusion drawing/ verification. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Distrik Merauke merupakan salah satu dari 22 Distrik yang berada di Kabupaten Merauke 

dan merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk yang sangat 

padat dan luas wilayah 2.113 km². Distrik Merauke terdiri dari 11 Kelurahan dan 5 Kampung 

dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 206 Rukun tetangga (RT) dan 47 RW (Rukun Warga) 

serta jumlah penduduk sebanyak 127.706 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 67.086  jiwa dan 

perempuan sebanyak 60.620 jiwa (https://portal.merauke.go.id/)  

Kantor distrik Merauke mempunyai struktur organisasi berbentuk garis dimana wewenang 

dialirkan dari Kepala Distrik, Sekretaris, Kasub Bag Umum, Kasub Bag Program Dan Keuangan, 

Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kasie Tantrib, Kasie Pemerintahan Umum, Kasie 

Pembinaan dan Pengawasan (PMK), Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan, 

serta Staf-Staf dari kepala bagian tersebut. 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada bagian pemerintahan dan 

pelayanan publik. Beberapa tugas pokok dan fungsi aparat dari seksi pemerintahan yaitu ; (a) 

Melakukan verfikasi dan validasi data kependudukan; (b) Melakukan pelayanan permohonan surat 

keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk; (c) Melakukan pelayanan 

permohonan surat pengantar pindah antar kabupaten/kota dan antar provinsi; (d) Melakukan 

perekaman data kependudukan di distrik; (e) Melakukan administrasi pertanahan sesuai dengan 

kewenangannya; (f) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

1. Pengolahan data pendudukan 

Pengolahan data penduduk merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

terwujunya tertib administrasi kependudukan. Pengolahan data kependudukan dalam 

penerapan SIAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan, menyediakan data dan informasi kependudukan daerah yang akurat, lengkap, 

mutakhir dan mudah diakses. 

Proses pengolahan data kependudukan merupakan pendataan yang dilakukan oleh 

pegawai/staf melalui beberapa tahapan seperti staf administrasi kependudukan melakukan 

login pada server SIAK, input data penduduk, input data pendaftaran penduduk, admin 

melakukan input data verifikasi dan validasi, dan laporan data penduduk. Akan tetapi proses 

pengolahan data di Kantor Distrik ini ternyata masih dilakukan secara manual karena pegawai 

distrik belum terlalu paham menggunakan sistem SIAK. Proses atau tahapan dalam 

pengelolahan data penduduk yaitu masyarakat membawa dokumen penduduk, kemudian 

dokumen tersebut diinput lalu diverifikasi/validasi kemudian hasil dari data yang sudah 

diverifikasi biasanya dalam bentuk laporan atau dokumen seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, 

Kematian Dan Surat Pindah. Seperti yang dikatakan oleh seksi pemerintahan dan pelayanan 

publik pada saat wawancara: 

“Proses pengolahan data kependudukan dapat dibuat melalui surat-surat lengkap yang 

dibawah oleh masyarakat sesuai dengan persyaratannya, lalu data tersebut bisa diproses 

sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat dan kami juga 

mengambil data penduduk dari RT/RW dan Kelurahan kemudian kami kelola menjadi sebuah 

infomasi untuk warga disini, namun dalam pengolahan data masih manual hal ini karena 

https://portal.merauke.go.id/
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kami belum terlalu paham menggunakan sistem SIAK”. (Wawancara Sekretaris Distrik : 

2024) 

Hal serupa juga dikatakan oleh kepala Distrik Merauke pad saat wawancara dilakukan 

bahwa: 

“Proses atau tahapan dalam pengelolahan data penduduk yaitu masyarakat membawa 

dokumen penduduk, kemudian dokumen tersebut diinput lalu diverifikasi/validasi kemudian 

hasil dari data yang sudah diverifikasi biasanya dalam bentuk laporan atau dokumen seperti 

KK, KTP, Akta Kelahiran, Kematian Dan Surat Pindah”. (Wawancara Kepala Distrik : 2024) 

 

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pengolahan data penduduk dalam 

penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada Kantor Distrik Merauke belum 

teratur dengan baik, staf belum memahami proses atau tahapan pengolahan data penduduk, 

data yang dibuat belum akurat, dan pengolahan data masih manual sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

2. Penyajian data penduduk 

Penyajian data penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan SIAK. 

Penyajian data penduduk perlu dilakukan dalam penerapan SIAK yaitu untuk meninjau 

perkembangan penduduk, memudahkan dalam membuat laporan, dan mudah di pahami serta 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. penyajian data penduduk sangat diperlukan 

untuk kepentingan masyarakat, kemudahan dalam membuat data penduduk dan untuk 

terwujudnya tujuan dari sistem informasi administrasi itu sendiri. Data penduduk yang sudah 

diolah perlu dilakukan penyajian dalam bentuk yang jelas dan baik. 

Penyajian data administrasi kependudukan di Kantor Distrik Merauke dibuat dalam 

bentuk tabel, grafik dan demografi. Dengan tujuan untuk mengetahui jumlah penduduk Distrik 

Merauke, melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai media informasi terkait 

data kependudukan dan memudahkan pegawai dalam menjelaskan data kependudukan kepada 

masyarakat dan instansi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bentuk penyajian data penduduk pada 

Distrik Merauke terdiri dari tiga macam yaitu antara lain: 

a) Penyajian data dalam bentuk tabel  

Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan data-data yang disusun dalam urutan baris 

dan kolom dengan tujuan agar lebih mudah dalam membuat biodata penduduk, mengetahui 

arus urbanisasi penduduk dan mengetahui jumlah penduduk pada Distrik Merauke, dapat 

dilihat seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Penyajian Data Bentuk Tabel 

 
b) Penyajian data dalam bentuk grafik/diagram  

Penyajian data dalam bentuk grafik merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel data 

penduduk karena dalam membuat grafik harus didasarkan pada tabel dengan tujuan untuk 

mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, 

seperti pada gambar berikut: 

Gambar 2. Penyajian Data Dalam Bentuk Grafik 

 

 
c) Penyajian data berupa demografi  

Penyajian data berupa demografi merupakan informasi tentang administrasi 

kependudukan. Penyajian data berupa demografi digunakan sebagai media informasi terkait 

data kependudukan seperti pada gambar berikut: 

Gambar 3. Penyajian Data Dalam Bentuk Demografi 
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3. Pembuatan biodata penduduk 

Pembuatan biodata penduduk merupakan salah satu aspek penting yang dapat 

meningkatakan kualiatas pelayanan. Pembuatan biodata penduduk terdiri dari pembuatan 

kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta 

perkawinan, akta perceraian dan surat pindah penduduk. 

Tujuan pembuatan biodata penduduk yaitu untuk membangun database 

kependudukan, untuk menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) bagi seluruh Penduduk Indonesia dan untuk memperoleh kualitas data 

penduduk.  

Manfaat pembuatan biodata penduduk yaitu untuk verifikasi atau memastikan 

kebenaran informasi yang disampaikan oleh penduduk mengenai indentitas dirinya dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dari instansi terkait, sebagai acuan 

perencanaan pembangunan, dan membantu pemerintah dalam pengelompokan kondisi 

penduduk seperti tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran untuk menjalankan 

program pemberian bantuan bagi masyarakat. 

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa manfaat dari pembuatan biodata 

penduduk yaitu untuk kepentingan pendidikan anak, memperlancar perjalanan bisnis, 

memudahkan dalam mengurus bantuan dari pemerintah. Prosedur pembuatan biodata yaitu 

diantaranya pemohon mengajukan permohonan, petugas menerima permohonan, melakukan 

pengolahan data dan menerbitkan dokumen, dan petugas menyerahkan dokumen kepada 

pemohon. Hal tersebut seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Distrik : 

“Prosedur pembuatan biodata penduduk yaitu masyarakat membawa surat pengantar dari 

kelurahan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan, kemudian 

kami memasukan data tersebut kedalam server komputer kami dan jika semua sudah 

dimasukkan dengan benar dan jika data yang kami buat sudah jadi maka kami akan 

meberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya”. (Wawancara Sekretaris Distrik 

: 2024) 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh kepala seksi pemerintahan dan pelayanan public 

yang mengatakan bahwa: 

“Dalam membuat biodata penduduk yang pertama masyarakat harus membawa surat 

pengantar dari Kelurahan dan surat-surat lainnya, lalu di verifikasi dan validasi data agar 

data yang dihasilkan merupakan data yang valid dan data tersebut diserahkan kemasyarakat 

yang meminta pembuatan biodata tersebut”. (Wawancara  Kepala Seksi Pemerintahan dan 

Pelayanan : 2024) 

 

Prosedur pembuatan biodata penduduk pada kantor Distrik Merauke belum teratur 

dengan baik dikarenakan masih ada sebagian masyarakat kebingungan untuk masuk ruangan 

kepengurusan administrasi penduduk dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui 

persyaratan-persyaratan dalam pembuatan biodata penduduk. Dari hasil wawancara tersebut 

dapat diketahui bahwa pembuatan biodata penduduk sudah dilakukan berdasarkan prosedur 

yang diatur oleh pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui 

persyaratan pembuatan biodata penduduk dan dokumen yang diperoleh masyarakat masih 

belum akurat, cepat dan tepat. 
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Pembahasan  

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Kantor Distrik 

Merauke 

Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi 

berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur dan standarisasi khusus yang berfungsi untuk 

mengelola data-data kependudukan yang bertujuan untuk menata sistem administrasi 

kependudukan sehingga tertib administrasi  dapat tercapai.  

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada Kantor Distrik 

Merauke belum terlaksana dengan teratur dan belum terwujudnya tertib administrasi 

kependudukan. Hal ini dapat dibutikan melalui hasil penelitian diatas yang dilihat berdasarkan 

indikator SIAK yang diatur dalam PERMENDAGRI No.95 Tahun 2019 tentang SIAK yaitu 

antara lain: 

a. Pengolahan data penduduk 

Pengolahan data penduduk adalah suatu kegiatan pengelolaan data hasil 

pendaftaran penduduk melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai 

informasi tentang pengembangan penduduk dari waktu ke waktu. Proses pengolahan data 

kependudukan yaitu pendataan yang dilakukan oleh staf administrasi kependudukan 

melakukan login pada server SIAK, input data penduduk, input data pendaftaran 

penduduk, admin melakukan input data verifikasi dan validasi, dan laporan data 

penduduk.  

Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya di lapangan pengolahan data penduduk yang 

dilakukan masih secara manual dengan memasukkan data satu persatu, sementara 

seharusnya data tidak perlu diketik satu persatu melainkan dengan cara login sistem SIAK 

lalu memasukkan NIK atau scan data penduduk yang sudah dibawa oleh warga/instansi 

maka semua data yang diperlukan langsung ada otomatis kemudian memverifikasi data 

tersebut agar lebih akurat. Penggunaan system informasi sebagai pengolahan data sangat 

memudahkan penyelenggara layanan maupun pengguna untuk mengolah dan 

mendapatkan data (Irawan, 2018). 

Selain proses pengolahan data penduduk, adupun fungsi pengolahan data penduduk 

pada Distrik Merauke yaitu sebagai pemilihan (penyotiran) data agar data dapat 

terorganisir dengan baik, validasi data untuk memastikan data yang diolah memang valid, 

peringkasan yaitu menghapus data yang tidak relevan sehingga data menjadi teratur dan 

mudah dipahami. Pengolahan data penduduk bermanfaat untuk mempermudah dalam 

membuat biodata penduduk dan data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat.  

b. Penyajian data penduduk 

Penyajian data penduduk adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan data 

penduduk dan sudah menjadi sebuah informasi yang siap untuk diberikan kepada 

masyarakat. Penyajian data penduduk perlu dilakukan dalam penerapan SIAK yaitu untuk 

meninjau perkembangan penduduk, memudahkan dalam membuat laporan, dan mudah di 

pahami serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  
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Hal tersebut serupa dengan yang terjadi dilapangan yaitu penyajian data penduduk 

pada Kantor Distrik Merauke perlu dilakukan karena merupakan salah satu bentuk 

pelayanan dari Distrik Merauke dan untuk memberikan data yang sudah jadi kepada 

masyarakat apabila sewaktu-waktu masyarakat butuh data tesebut. Penyajian data 

penduduk pada Kantor Distrik Merauke dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan 

demografi dengan tujuan agar lebih mudah mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan 

penduduk, dan untuk menjadikan media informasi terkait data kependudukan. Bentuk 

penyajian data penduduk memiliki keterkaitan satu sama lain seperti penyajian data 

berupa diagram dibuat berdasarkan tabel yang ada dan demografi dibuat berdasarkan 

tabel dan diagram lalu dibuat kesimpulan.  

Penyajian data penduduk dalam bentuk tabel yaitu data penduduk dibuat 

berdasarkan kategorinya masing-masing seperti nama, jenis kelamin, NIK, tempat 

tanggal lahir, status, pekerjaan, pendidikan, dan jumlah penduduk. Penyajian data 

penduduk berupa diagram dilihat berdasarkan tabel jumlah penduduk kemudian dibuat 

diagram batang atau garis agar lebih mudah mengetahui pertumbuhan penduduk. Dan, 

penyajian data penduduk berupa demografi yaitu data disajikan berupa informasi atau 

power point untuk menjelsakan suatu keadaan terkait kondisi penduduk. 

Akan tetapi, penyajian data tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat secara 

umum baik melalui poster/ baliho ataupun website. Padahal kemudahan masyarakat 

dalam memperoleh informasi adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh instansi 

penyelenggara layanan sebagai bukti transparansi public (Tjiptono : 2012).  

c. Pembuatan biodata penduduk 

Pembuatan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang 

jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang 

dialami oleh penduduk dengan tujuan untuk dikenal oleh orang lain dan pemerintah.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui tujuan dari pembuatan biodata 

penduduk yaitu untuk membangun database penduduk, menciptakan sistem pengenal 

tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh Penduduk Indonesia. 

Namun dalam pembuatan biodata penduduk masih ditemukan NIK yang ganda hal ini 

dikarena warga melakukan pendaftaran yang berulang kali di berbagai daerah tanpa 

meminta surat pindah penduduk terlebih dahulu sehingga proses pembuatannya 

membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Manfaat pembuatan biodata penduduk yaitu untuk kepentingan pendidikan, 

mempermudah perjalanan, dan memperlancar dalam membuka usaha. Berdasarkan SOP 

Kantor Distrik Merauke bahwa lama waktu pemberian pelayanan kepada masyarakat 

kurang lebih dua dihitung dari hari dimana masyarakat mengurus sesuatu. Akan tetapi 

yang terjadi dilapangan yaitu pembuatan biodata penduduk masih membutuhkan waktu 

yang cukup lama yaitu lebih dari dua hari bahkan sampai satu minggu kemudian baru 

masyarakat bisa mendapatkan apa yang diminta. 

Prosedur pembuatan biodata penduduk pada Kantor Distrik Merauke yaitu: 

1) Masyarakat membawa surat pengantar dari kelurahan. 

2) Masyarakat membawa dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan. 

3) Pegawai melakukan verifikasi dan validasi data. 
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4) Pegawai menyerahkan data yang sudah valid kepada masyarakat 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) Pada Kantor Distrik Merauke 

a. Faktor pendukung 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa faktor pendudukung dalam 

penerapan SIAK pada Distrik Merauke yaitu: 

1) Sarana dan prasarana yang cukup lengkap (alat komputer, alat printer, blanko) 

2) Pemerintah memberikan anggaran pelaksanaan SIAK 

3) Tersedianya fasilitas lainnya seperti kursi, meja, ruangan yang cukup bersih, dan 

tersedianya AC. 

 

b. Faktor penghambat 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa faktor penghambat dalam 

penerapan SIAK pada Distrik Merauke yaitu: 

1) Masih rendahnya pengetahuan pegawai/staf terkait SIAK dan pengoperasian komputer. 

2) Belum adanya operator SIAK. 

3) Masyarakat belum memahami pentingnya memiliki data penduduk dan masih ada 

masyarakat yang belum mengetahui persyaratan pembuatan dokumen penduduk. 

4) Belum ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan SIAK pada Kantor Distrik. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kantor Distrik 

Merauke belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari SIAK. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator penerapan SIAK berdasarkan Permendagri No. 95 Tahun 2019 yaitu ; (a) Pengolahan 

data penduduk pada Kantor Distrik Merauke masih dilakukan secara manual dan tahapan 

pengolahan data penduduk belum sesuai dengan Permendagri No. 95 Tahun 2019. (b) Penyajian 

data penduduk sudah dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, dan demografi. Penyajian data 

penduduk sudah dibuat berdasarkan kategorinya masing-masing, akan tetapi penyajian data 

penduduk Kantor Distrik Merauke masih ditemukan belum akurat, cepat dan tepat. (c) Pembuatan 

biodata penduduk prosedurnya sudah jelas dan teratur dan pegawai atau masyarakat sudah 

memahami manfaat dari pembuatan biodata penduduk tersebut. Akan tetapi pembuatan biodata 

penduduk Kantor Distrik Merauke masih membutuhkan waktu yang lama. 

Dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terdapat faktor 

pendukung yaitu sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu pelaksanaan pengolahan 

data, penyajian data, dan pembuatan biodata penduduk serta sudah adanya anggaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Akan tetapi, ada juga faktor penghambat seperti rendahnya 

kemampuan pegawai/staf dalam pelaksanaan SIAK dan rendahnya pemahaman terkait 

penggunaan teknologi informasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai administrasi 

kependudukan. 
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